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KATA PENGANTAR 
 Tesis penulis berjudul “Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Independen di 
Indonesia Berdasarkan Sistem Pemerintahan Presidensial”. Latar belakang 
penulisan tesis ini berkaitan dengan keinginan penulis untuk menganalisis lebih 
lanjut tentang kedudukan KPK ditinjau dari sistem pemerintahan yang dianut 
Indonesia yakni sistem pemerintahan Presidensial. Diharapkan melalui penelitian 
ini dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran yang menunjukkan 
bahwa kedudukan KPK sebagai lembaga independen memiliki implikasi terhadap 
kedudukan presiden berdasarkan sistem pemerintahan serta dapat menjadi 
referensi untuk melakukan evaluasi bagi kehadiran lembaga-lembaga independen 
di indonesia. 
 Pertama-tama Bab I akan menguraikan latar belakang lebih lanjut dengan 
mengemukakan alasan yang mendasari dimulainya penulisan tesis ini disertai 
dengan kerangka teori dan metodelogi penelitian yang menjadi acuan dalam 
penelitian ini. 
 Pada Bab II akan menguraikan tentang kekuasaan berdasarkan The 
Unitary Executive Theory dan The Plural Executive Theory yang akan digunakan 
untuk menganalisis permasalahan yang ada. 
 Pada Bab III penulis akan menguraikan Eksistensi Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi dimulai dengan kehadiran lembaga independen di 
Indonesia , KPK sebagai lembaga independen, serta penulis akan memberikan 
kritik terhadap KPK sebagai lembaga independen ditinjau dari sistem 
Pemerintahan Presidensial. 
 
 
 Pada Bab IV sebagai bab terakhir, penulis akan menyampaikan 
kesimpulan dan saran yang diharapkan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu 
Hukum terkhususnya Ilmu Hukum Tata Negara di Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia ialah sistem pemerintahan 
Presidensial. Di dalam sistem ini pemegang kekuasaan tunggal pemerintahan 
berada ditangan presiden. Di Indonesia kedudukan Presiden tercermin dalam 
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang mana Presiden memiliki kedudukan sebagai 
Kepala Pemerintahan (chief of executive). 
Kehadiran KPK selanjutnya menjadi sebuah isu dimana bersifat 
independen yang dibentuk berdasarkan UU KPK. Namun dalam kenyataannya, 
KPK merupakan lembaga yang dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi 
eksekutif. Disinilah yang menjadi kajian penulis, mengingat kehadirannya dalam 
UU telah membatasi kekuasaan Presiden yang mana kewenangannya tersebut 
didapat langsung dari konstitusi. Pembatasan kekuasaan Presiden tersebut 
tercermin dari pengangkatan dan pemberhentian jabatan serta pengurangan fungsi 
presiden dalam menjalankan pemerintahan di bidang penegakan hukum. 
 
Kata kunci : Sistem pemerintahan Presidensial, Presiden, KPK, eksekutif, 
Independen 
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